BABII
TINJAUAN UMUM TENTANG PUTUSAN DAN CERAI TALAK

A. Tinjauan Tentang Putusan
1.  Pengertian Putusan

Produk hakim dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ada 3

macam, yaitu:

a) Putusan

b) Penetapan

c) Akta Perdamaian

Putusan ialah peryataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan
diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari
pemeriksaan perkara gugatan (kontentius).'

Penetapan ialah peryataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis
dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil
dari pemeriksaan perkara permohonan (voluntair).

Akta perdamaian ialah akta yang dibuat oleh hakim yang berisi hasil
musyawarah antara para pihak dalam sengketa kebendaan untuk mengakhiri

sengketa dan berlaku sebagai putusan.

" H.A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2008), 251.
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2. Macam-Macam Putusan Hakim

a.

Dilihat dari segi fungsinya dalam mengakhiri perkara ada 2 macam, yaitu:
1) Putusan akhir

[alah putusan yang mengakhiri pemeriksaan dipersidangan, baik
yang telah melalui semua tahap pemeriksaan maupun yang belum/tidak
menempuh semua tahap pemeriksaan.

Putusan yang dijatuhkan sebelum sampai tahap akhir dari tahap-
tahap pemeriksaan, tetapi telah mengakhiri pemeriksaan, yaitu:

a. Putusan gugur

b. Putusan verstek yang tidak diajukan verzet

c. Putusan tidak menerima

d. Putusan yang menyatakan pengadilan tidak berwenang

memeriksa

Semua itu belum menempuh tahap-tahap pemeriksaan secara
keseluruhan melainkan baru pada tahap awal saja dan semua putusan akhir
dapat dimintakan banding , kecuali undang-undang menentukan lain.
2) Putusan sela (pasal 185 HIR)

lalah putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan
perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan. Putusan
sela tidak mengakhiri pemeriksaan, tetapi akan berpengaruh terhadap arah

dan jalannya pemeriksaan. Putusan sela ini dibuat seperti putusan biasa,
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tetapi tidak dibuat secara terpisah melainkan ditulis di dalam berita
persidangan saja.

Putusan sela harus diucapkan di depan sidang terbuka untuk umum
serta ditandatangani oleh majelis hakim dan panitera yang turut bersidang,
dan putusan sela ini selalu tunduk pada putusan akhir, karena tidak berdiri
sendiri dan akhirnya akan dipertimbangkan pada putusan akhir.

b. Kemudian jika dilihat dari segi hadir tidaknya para pihak pada saat
putusan dijatuhkan, putusan dibagi sebagai berikut:
1) Putusan gugur
Adalah putusan yang menyatakan bahwa gugatan/
permohonan gugur karena penggugat/pemohon tidak pernah
hadir, meskipun telah dipanggil sedangkan tergugat hadir dan
mohon putusan. Putusan gugur dijatuhkan pada sidang pertama
atau sesudahnya sebelum tahapan pembacaan gugatan atau
permohonan dan juga dapat dijatuhkan apabila telah dipenuhi
Syarat:
a) Penggugat/pemohon telah dipanggil resmi dan patut untuk
hadir dalam sidang hari itu
b) Penggugat/pemohon ternyata tidak hadir dalam sidang
tersebut, dan tidak pula mewakilkan orang lain untuk hadir,

serta ketidakhadirannya itu karena suatu halangan yang sah



2)

22

¢) Tergugat/termohon hadir dalam sidang
d) Tergugat/termohon mohon keputusan

Dalam hal penggugat/pemohon lebih dari seorang dan
tidak hadir semua, maka dapat pula diputus gugur. Dalam
putusan gugur, penggugat/pemohon dihukum membayar biaya
perkara. Dan dalam tahapan putusan ini dapat dimintakan
banding atau diajukan perkara baru lagi.

Putusan Verstek

Adalah putusan yang dijatuhkan karena tergugat atau
termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara
resmi, sedang penggugat hadir dan mohon putusan. Verstek
artinya tergugat tidak hadir dalam persidangan.”

Putusan verstek dapat dijatuhkan dalam sidang pertama
atau sesudahnya, sesudah tahapan pembacaan gugatan sebelum
tahapan jawaban tergugat, sepanjang tergugat/para tergugat
semuanya belum hadir dalam sidang padahal telah dipanggil
dengan resmi dan patut. Putusan verstek ini dapat dijatuhkan
apabila memenuhi syarat:

a) Tergugat telah dipanggil resmi dan patut untuk hadir dalam

sidang hari itu’

2 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata. .., 256.

3 Ibid.
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b) Tergugat ternyata tidak hadir dalam sidang tersebut, dan
tidak pula mewakilkan orang lain untuk hadir, serta
ketidakhadirannya itu karena suatu halangan yang sah

c) Tergugat tidak mengajukan tangkisan/eksepsi mengenai
kewenangan

d) Penggugat hadir dalam sidang

e) Penggugat mohon keputusan

Dalam hal tergugat lebih dari seorang dan tidak hadir semua,
maka dapat pula diputus verstek.. Putusan verstek hanya bernilai secara
formil surat gugatan dan belum menilai secara materiil kebenaran dalil-
dalil tergugat.

Apabila gugatan itu beralasan dan tidak melawan hak maka
putusan verstek berupa mengabulkan gugatan penggugat, sedang mengenai
dalil-dalil gugat, oleh karena dibantah maka harus dianggap benar dan
tidak perlu dibuktikan kecuali dalam perkara perceraian. Apabila gugatan
itu tidak beralasan dan atau melawan hak maka putusan verstek dapat
berupa tidak menerima gugatan penggugat dengan verstek Terhadap
putusan verstek ini maka tergugat dapat melakukan perlawanan (verzer)
tergugat tidak boleh mengajukan banding sebelum menggunakan hak
verzetnya lebih dahulu, kecuali jika penggugat yang banding terhadap

putusan verstek maka penggugat dapat mengajukan banding apabila
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penggugat mengajukan banding, maka tergugat tidak boleh mengajukan
verzet, melainkan ia berhak pula mengajukan banding khusus dalam
perkara perceraian, maka hakim wajib membuktikan dulu kebenaran dalil-
dalil tergugat dengan alat bukti yang cukup sebelum menjatuhkan putusan
verstek apabila tergugat mengajukan verzef, maka putusan verstek
menjadi mentah dan pemeriksaan dilanjutkan pada tahap selanjutnya.

Perlawanan (verzet berkedudukan sebagai jawaban tergugat)
Apabila perlawanan ini diterima dan dibenarkan oleh hakim berdasarkan
hasil pemeriksaan/pembuktian dalam sidang, maka hakim akan
membatalkan putusan verstek dan menolak gugatan penggugat tetapi bila
perlawanan itu tidak diterima oleh hakim, maka dalam putusan akhir akan
menguatkan verstek.

Terhadap putusan akhir ini dapat dimintakan banding putusan
verstek yang tidak diajukan verzet dan tidak pula dimintakan banding,
dengan sendirinya menjadi putusan akhir yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap.

1. Putusan kontradiktoir
Adalah putusan akhir yang pada saat dijatuhkan atau
diucapkan dalam sidang tidak dihadiri salah satu atau para pihak

dalam pemeriksaan/putusan kontradiktoir disyaratkan bahwa baik

* Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata...,261.
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penggugat maupun tergugat pernah hadir dalam sidang terhadap
putusan kontradiktoir dapat dimintakan banding. Jika dilihat dari
isinya terhadap gugatan/perkara, putusan hakim dibagi sebagai
berikut:

2. Putusan tidak menerima

Yaitu putusan yang menyatakan bahwa hakim tidak
menerima gugatan penggugat/permohonan pemohon atau
dengan kata lain gugatan penggugat/pemohonan pemohon
tidak diterima karena gugatan/permohonan tidak memenuhi
syarat hukum baik secara formil maupun materiil.

Dalam hal terjadi eksepsi- yang dibenarkan oleh
hakim, maka hakim selalu menjatuhkan putusan bahwa
gugatan penggugat tidak dapat diterima atau tidak menerima
gugatan penggugat.

Meskipun tidak ada eksepsi, maka hakim karena
jabatannya dapat memutuskan gugatan penggugat tidak
diterima jika ternyata tidak memenuhi syarat hukum
tersebut, atau terdapat hal-hal yang dijadikan alasan eksepsi

Putusan tidak menerima dapat dijatuhkan setelah

tahap jawaban, kecuali dalam hal verstek yang gugatannya
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ternyata tidak beralasan dan atau melawan hak sehingga
dapat dijatuhkan sebelum tahap jawaban’.

Putusan tidak menerima belum menilai pokok
perkara (dalil gugat) melainkan baru menilai syarat-syarat
gugatan saja. Apabila syarat gugat tidak terpenuhi maka
gugatan pokok (dalil gugat) tidak dapat diperiksa.

Putusan ini berlaku sebagai putusan akhir terhadap
putusan ini, tergugat dapat mengajukan banding atau
mengajukan perkara baru. Demikian pula pihak tergugat
yang menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang
mengadili suatu perkara merupakan suatu putusan akhir
Putusan menolak gugatan penggugat

Yaitu putusan akhir yang dijatuhkan setelah
menempuh semua tahap pemeriksaan dimana ternyata dalil-
dalil gugat tidak terbukti dalam memeriksa pokok gugatan
(dalil gugat) maka hakim harus terlebih dahulu memeriksa
apakah syarat-syarat gugat telah terpenuhi, agar pokok
gugatan dapat diperiksa dan diadili.®
Putusan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian

dan menolak/tidak menerima selebihnya.

> Ibid., 258.

 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata...,259.
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Putusan ini merupakan putusan akhir, dalam kasus
ini dalil gugat ada yang terbukti dan ada pula yang tidak
terbukti atau tidak memenuhi syarat sehingga:’

a) Dalil gugat yang terbukti maka tuntutannya dikabulkan

b) Dalil gugat yang tidak terbukti makan tuntutannya
ditolak

c) Dalil gugat yang tidak memenuhi syarat maka diputus
dengan tidak diterima

Putusan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya

Putusan ini dijatuhkan apabila syarat-syarat gugat
telah terpenuhi dan seluruh dalil-dalil tergugat yang
mendukung petitum ternyata terbukti. Untuk mengabulkan
suatu petitum harus didukung dalil gugat. Satu petitum
mungkin didukung oleh beberapa dalil gugat. Apabila
diantara dalil-dalil gugat itu ada sudah ada satu dalil gugat
yang dapat dibuktikan maka telah cukup untuk dibuktikan,
meskipun mungkin dalil-dalil gugat yang lain tidak terbukti.

Prinsipnya, setiap petitum harus didukung oleh dalil

gugat.

"bid. 259.
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Sedangkan jika dilihat dari segi sifatnya terhadap akibat
hukum yang ditimbulkan, maka putusan dibagi sebagai berikut:
1. Putusan Diklatoir

Yaitu putusan yang hanya menyatakan suatu
keadaan tertentu sebagai keadaan yang resmi menurut
hokum semua perkara voluntair diselesaikan dengan
putusan diklatoir dalam bentuk penetapan atau
beschiking dan Putusan diklatoir biasanya berbunyi
menyatakan, Putusan ini tidak memerlukan eksekusi dan
juga merubah atau menciptakan suatu hukum baru,
melainkan hanya memberikan kepastian hukum semata
terhadap keadaan yang telah ada.

2. Putusan Konstitutif

Yaitu suatu putusan yang menciptakan/
menimbulkan keadaan hukum baru, berbeda dengan
keadaan hukum sebelumnya.

Putusan konstitutif selalu berkenaan dengan
status hukum seseorang atau hubungan keperdataan satu
samalain dan putusan konstitutif tidak memerlukan
eksekusi, diterangkan dalam bentuk putusan dan

putusan konstitutif biasanya berbunyi menetapkan atau
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memakai kalimat lain bersifat aktif dan bertalian
langsug dengan pokok perkara, misalnya memutuskan
perkawinan, dan sebagainya, keadaan hukum baru
tersebut dimulai sejak putusan memperoleh kekuatan
hukum tetap.
3. Putusan Kondemnatoir

Yaitu putusan yang bersifat menghukum kepada
salah satu pihak untuk melakukan sesuatu, atau
menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan, untuk
memenuhi prestasi® dan putusan kondemnatoir terdapat
pada perkara kontentius, selaku berbunyi “menghukum”
dan memerlukan eksekusi. Apabila pihak terhukum
tidak mau melaksanakan isi putusan dengan sukarela,
maka atas permohonan tergugat, putusan dapat
dilakukan dengan paksa oleh pengadilan yang
memutusnya.

Putusan dapat dieksekusi setelah memperoleh
kekuatan hukum tetap, kecuali  dalam hal vitvoer baar
bijvoorraad, yaitu putusan yang dilaksanakan terlebih

dahulu meskipun ada upaya hukum (putusan serta

¥ Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia (Yogyakarta: Liberty, 1999), 193.
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merta).Putusan kondemnatoir dapat berupa

penghukuman untuk:

1.

Menyerahkan suatu barang

Membayar sejumlah uang

Melakukan suatu perbuatan tertentu
Menghentikan suatu perbuatan/keadaan

Mengosongkan tanah/rumah’

3. Susunan dan Isi Putusan

Di dalam HIR tidak ada ketentuan yang mengatur tentang

bagaimana putusan hakim harus dibuat. Hanyalah tentang apa yang harus

dimuat didalam putusan diatur dalam pasal 183, 184, 187 HIR.

Suatu putusan hakim terdiri dari 4 bagian, yaitu: 1. Kepala putusan, 2.

Identitas para pihak, 3. Pertimbangan, 4. Amar.'’

a. Kepala Putusan

Setiap putusan pengadilan haruslah mempunyai kepala pada

bagian atas putusan yang berbunyi: “Demi Keadilan berdasarkan Ke-

Tuhanan Yang Maha Esa” Kepala Putusan ini memberi kekuatan

eksekutorial pada putusan. Apabila kepala putusan ini tidak

 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdana..., 260.
""Sudikno mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta,

1999), 184.
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dibubuhkan pada suatu putusan pengadilan maka hakim tidak dapat

melaksanakan putusan tersebut.'!

. Identitas Para Pihak

Sebagaimana perkara atau gugatan itu mempunyai sekurang-
kurangnya dua pihak, maka didalam putusan harus dimuat identitas
dari para pihak: nama, umur, alamat, dan nama dari pengacaranya

kalau ada.

Pertimbangan

Pertimbangan atau yang sering disebut dengan considerans
merupakan dasar putusan. Pertimbangan dalam putusan perdata dibagi
dua, yaitu: pertimbangan tentang duduk perkara atau peristiwa dan
pertimbangan tentang hukumnya. Didalam proses perdata terdapat
pembagian tugas yang tetap antara para pihak dan hakim. Para pihak
harus mengemukakan peristiwanya, sedangkan soal hukum adalah

urusan hakim.'?

Apa yang dimuat dalam bagian pertimbangan dari
putusan tidak lain adalah alasan-alasan hakim sebagai pertanggung

jawaban kepada masyarakat mengapa ia sampai mengambil putusan

demikian, sehingga oleh karenanya menpunyai nilai objektif.

' 1bid., 184-185.

12 1bid.
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d. Amar

Amar yang merupakan jawaban terhadap petitum daripada
gugatan adalah amar atau dicfum. Ini berarti bahwa amar merupakan
tanggapan dari petitum. Hakim wajib mengadili semua bagian
tuntutan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak
dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut (ps. 178 ayat
2 dan 3 HIR).

Pasal 178 ayat 3 HIR tersebut sangat mengekang kebebasan
hakim. Hakim sangat dibatasi kebebasanya oleh isi tuntutan atau
kepentingan pihak penggugat. Memang benar bahwa kepentingan
penggugat mempunyai peranan pokok dalam suatu gugatan yang
harus diperiksa dan diadili oleh hakim.akan tetapi apa yang harus
diperhatikan oleh hakim, bahkan yang merupakan prinsip, iala bahwa
ia harus menjatuhkan putusan seadil-adilnya sesuai dengan kebenaran
dan sungguh-sungguh menyelesaikan perkara sampai tuntas. Untuk
itu hakim harus diberi kebebasan dan tidak diboleh terlalu dikekang
oleh kepentingan pihak penggugat. Mengingat hakim di dalam hukum
acara perdata menurut HIR itu aktif, maka hakim harus diberi
kelonggaran dalam menafsirkan dan menerapkan pasal 178 ayat 3

HIR.
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Amar terdiri dari dua bagian yaitu declarative dan dispositive. Bagian
yang disebut declarative merupakan penetapan hubungan hukum yang
menjadi sengketa, sedangkan yang disebut dispositive adalah yang
memberi hukum atau hukumnya, yang mengabulkan atau yang
menolak gugatan.'

Setiap putusan pengadilan harus ditanda tangani oleh ketua,
hakim anggota dan panitera (ps. 184 ayat 3 HIR). Kalau ketua sidang
tidak dapat menandatangani putusan, maka hal itu akan dilakukan
oleh hakim anggota yang ikut serta dalam memeriksa, yang
pangkatnya setingkat dibawah pangkat ketua (ps. 187 ayat 1 HIR).
Sedangkan kalau panitera berhalangan untuk menandatangani
putusan, hal itu harus dinyatakan dengan tegas dalam berita acara (ps.

187 ayat 2 HIR).

4. Upaya Hukum Terhadap Putusan Pengadilan

Suatu putusan hakim tidak luput dari kekeliruan atau kekhilafan,

bahkan tidak mustahil bersifat memihak, oleh karena itu demi kebenaran dan

keadilan setiap putusan hakim perlu dimungkinkan untuk diperiksa ulang,

agar kekeliruan atau kekhilafan yang terjadi pada putusan dapat diperbaiki.

5 Ibid., 188.
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Bagi setiap putusan hakim pada umumnya tersedia upaya hukum, yaitu:
upaya untuk memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan.'*

Upaya hukum perlu dibedakan dari dasar hukum. Kalau mengenai
dasar hukum itu hakim secara ex officio wajib menambahkan, maka dalam
hal upaya hukum yang bersangkutanlah yang tegas-tegas harus
mengajukannya. Sifat dan berlakunya upaya hukum juga berbeda tergantung
apakah upaya hukum biasa atau upaya hukum istimewa.

Upaya hukum biasa pada dasarnya terbuka untuk semua putusan
selama tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Upaya hukum
biasa bersifat menghentikan pelaksanaan putusan untuk sementara. Upaya
hukum biasa adalah perlawanan (verzet), banding dan kasasi, dengan
memperoleh kekuatan hukum yang pasti suatu putusan tidak dapat
diubah.suatu putusan mendapatkan kekuatan hukum yang pasti apabila tidak

tersedia upaya hukum biasa."

Untuk putusan yang telah memperoleh
kekuatan hukum yang pasti ini tersedia upaya hukum istimewa. Upaya
hukum istimewa ini hanya diperbolehkan dalam hal tertentu yang disebut
dalam undang-undang saja dan yang termasuk upaya hukum istimewa ini

adalah request civil (peninjauan kembali), dan dendenverzet (perlawanan

pihak ketiga).

'Y M. Yahya Harahap,Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agam, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2007), 337.
15 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia. .., 195.
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a. Perlawanan (verzet)

Perlawanan merupakan upaya hukum terhadap putusan yang
dijatuhkan dilvar hadirnya tergugat. Pada asasnya perlawanan ini
disediakan bagi pihak tergugat yang (pada umumnya) dikalahkan. Bagi
penggugat yang dengan putusan verstek dikalahkan tersedia upaya hukum
balnding.16

b. Banding

Yang dimaksud upaya banding adalah permohonan yang diajukan
oleh salah satu pihak yang berperkara, agar putusan yang dijatuhkan oleh
Pengadilan Agama “diperiksa ulang ” kembali dalam pemeriksaan tingkat
banding oleh Pengadilan Tinggi Agama. Memang bertitik tolak dari
ketentuan pasal 51 dan 53 ayat (2), kewenangan yang paling utama
Pengdilan Tinggi Agama adalah mengadili perkara dalam tingkat banding
terhadap perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama yang berada
dibawah daerah hukumnya. 17

c. Prorograsi

Yang dimaksud prorogasi adalah mengajukan sengketa
berdasarkan suatu persetujuan kedua belah pihak kepada hakim yang
sesungguhnya tidak wenang memeriksa sengketa tersebut, yaitu kepada

hakim dalam tingkat peradilan yang lebih tinggi.

' Sudikno mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia..., 196.
' M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama..., 336.
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d. Kasasi
Terhadap putusan-putusan yang diberikan dalam tingkat akhir
oleh pengadilan-pengadilan lain dari pada Mahkamah Agung demikian
pula terhadap putusan pengadilan yang dimintakan banding dapat
dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang
berkepentingan (ps 10 ayat 3, 20 UU 14/1970, 43 UU no. 14 tahun 1985).
Jadi apabila pihak yang bersangkutan belum atau tidak menggunakan hak
melawan putusan pengadilan yang dijatuhkan diluar hadir tergugat atau
hak memohon ulang pemeriksaan perkara oleh Pengadilan Tinggi,
permohonan pemeriksaan kasasi tidak dapat diterima (ps. 43 UU no. 14
tahun 1985)."
e. Peninjauan kembali
Putusan yang dijatuhkan dalam tingkat terakhir dan putusan yang
dijatuhkan diluar hadir tergugat (versfek) dan yang tidak lagi terbuka
kemungkinan untuk mengajikan perlawanan dapat ditinjau kembali atas
permohonan orang yang pernah menjadi salah satu pihak di dalam perkara
yang telah diputus dan dimintakan peninjauan kembali.
f. Perlawanan Pihak Ketiga (Derdenverzet)
Pada asasnya suatu putusan itu hanya mengikat para pihak yang

berperkara dan tidak mengikat pihak ketiga (ps. 1917 BW).

'® Sudikno mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia..., 201.



37

Akan tetapi apabila pihak ketiga hak-haknya dirugikan oleh suatu
putusan, maka dia bisa mengajukan perlawanan terhadap putusan
tersebut. Putusan ini diajukan kepada hakim yang menjatuhkan putusan
yang dilawan itu dengan menggugat pihak yang bersangkutan dengan
cara biasa. Pihak ketiga yang hendak mengajukan perlawanan terhadap
suatu putusan tidak cukup hanya mempunyai kepentingan saja, tetapi

harus nyata-nyata telah dirugikan hak-haknya.

B. Tinjauan Umum Tentang Cerai Talak

1.

Pengertian Cerai Talak

Dalam syariah cerai atau talak adalah melepaskan ikatan
perkawinan (Arab, z\Si) a8 Jal aul) atau putusnya hubungan perkawinan
antara suami dan istri dalam waktu tertentu atau selamanya.
Dalil Dasar Hukum Perceraian Talak

Dalil dan dasar hukum perceraian talak seperti dalam firman Allah

dalam Q.S Al-Baqarah 2:229 yang berbunyi:

Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh
rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara
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yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari
yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya
khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika
kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat
menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas
keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk
menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah
kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum
Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.

Dalil hukum yang kedua yaitu Firman Allah SWT dalam QS At-

Talaq 65:1 yang berbunyi:
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Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu
maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat
(menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah
itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu
keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka
(diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji
yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang
melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah
berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui
1?Oarangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.”

3. Rukun Perceraian Atau Talak

Ada 2 faktor dalam perceraian yaitu suami dan istri. Masing-

masing ada syarat sahnya perceraian.

Rukun Talak bagi Suami:

a) Berakal sehat

" Departemen Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahannya..., 37.

20 Ibid., 559.
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b) Baligh

¢) Dengan kemauan sendiri

Rukun Talak bagi Isteri:

a) Akad nikah sah

b) Belum diceraikan dengan talak tiga oleh suaminya
Lafadz/teks talak:

a) Ucapan yang jelas menyatakan penceraiannya

b) Dengan sengaja dan bukan paksaaan

. Jenis Cerai Talak

Ditinjau dari pelaku perceraian, maka perceraian itu ada dua
macam Yyaitu: cerai talak oleh suami kepada istri dan gugat cerai oleh istri
kepada suami.

a. Cerai Talak Oleh Suami

Yaitu perceraian yang dilakukan oleh suami kepada istri. Ini
adalah perceraian/talak yang paling umum. Status perceraian tipe ini
terjadi tanpa harus menunggu keputusan pengadilan. Begitu suami
mengatakan kata-kata talak pada istrinya, maka talak itu sudah jatuh
dan terjadi. Keputusan Pengadilan Agama hanyalah formalitas.
Talak atau gugat cerai yang dilakukan oleh suami terdiri dari 5 macam
sebagai berikut:

1) Talakraj’i



2)

3)

4)
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Yaitu perceraian di mana suami mengucapkan
(melafazkan) talak satu atau talak dua kepada isterinya. Suami
boleh rujuk kembali ke isterinya ketika masih dalam iddah. Jika
waktu iddah telah habis, maka suami tidak dibenarkan merujuk
melainkan dengan akad nikah baru.

Talak bain

Yaitu perceraian dimana suami mengucapkan talak tiga
atau melafazkan talak yang ketiga kepada isterinya. Isterinya tidak
boleh dirujuk kembali. Si suami hanya boleh merujuk setelah
isterinya menikah dengan lelaki lain, suami barunya
menyetubuhinya, setelah diceraikan suami barunya dan telah habis
iddah dengan suami barunya.

Talak sunni

Yaitu perceraian dimana suami mengucapkan cerai talak
kepada isterinya yang masih suci dan belum disetubuhinya ketika
dalam keadaan suci.

Talak bid’i

Suami mengucapkan talak kepada isterinya ketika dalam

keadaan haid atau ketika suci tapi sudah disetubuhi (berhubungan

intim).
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5) Talak taklik
Talak taklik ialah suami menceraikan isterinya secara
bersyarat dengan sesuatu sebab atau syarat. Apabila syarat atau
sebab itu dilakukan atau berlaku, maka terjadilah penceraian atau

talak.”!
b. Gugat cerai oleh istri
Yaitu perceraian yang dilakukan oleh istri kepada suami.
Cerai model ini dilakukan dengan cara mengajukan permintaan
perceraian kepada Pengadilan Agama, dan perceraian tidak dapat
terjadi sebelum Pengadilan Agama memutuskan secara resmi.
Ada dua istilah yang dipergunakan pada kasus gugat cerai
oleh istri, yaitu fasakh dan khulu’:
1. Fasakh

Fasakh adalah pengajuan cerai oleh istri tanpa adanya
kompensasi yang diberikan istri kepada suami, dalam kondisi
dimana:**

a) Suami tidak memberikan nafkah lahir dan batin selama enam

bulan berturut-turut.

*! Sulaiman Basjid, Figih Islam, (Jakarta: Attahiriyah, 1995), 382.
“1bid., 386.
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b) Suami meninggalkan istrinya selama empat tahun berturut-
turut tanpa ada kabar berita (meskipun terdapat kontroversi
tentang batas waktunya)

¢) Suami tidak melunasi mahar (mas kawin) yang telah
disebutkan dalam akad nikah, baik sebagian ataupun
seluruhnya (sebelum terjadinya hubungan suamii istri); atau

d) Adanya perlakuan buruk oleh suami seperti penganiayaan,
penghinaan, dan tindakan-tindakan lain yang membahayakan
keselamatan dan keamanan istri.

Jika gugatan tersebut dikabulkan oleh Hakim berdasarkan
bukti-bukti dari pihak istri, maka Hakim berhak memutuskan
(tafrig) hubungan perkawinan antara keduanya.

2. Khulw

Khulu’ adalah kesepakatan penceraian antara suami istri
atas permintaan istri dengan imbalan sejumlah uang (harta) yang
diserahkan kepada suami. 2 Khulu' disebut dalam Q.S Al-

Bagarah 2:229 yang berbunyi:
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2 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdana..., 234.
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Artinya:

“ Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh
rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan
dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil
kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada
mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan
dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu
khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat
menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa
atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri
untuk menebus dirinya[144]. Itulah hukum-hukum Allah,
Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang
melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-
orang yang zalim.” (Q.S Al-baqarah:229) **

* Departemen Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahannya..., 37.



